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RANCANGAN KUHAP

Pembahasan di DPR Segera Dimulai

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah
telab merampungkan daftar in-
ventarisasi masalah Bancangan
Ritab Undang-Undang [Hukum
Pidana atan DIM  HEUHAR
Pembahasan REKULIAP antara
pemerintah dan DPR hisa di-
milal setelah reses DPR ber-
akhir pada 23 Juni,

Informasi  telabh  tustasnya
penvusunan  DEM BERLUTHAJ
oleh pemerintab disampaikan
Wakil Ketua DPR dari Fraksi
Partal Gerindra Sufmi Dasco
Ahmad  kepada  Habiburokh-
mian, ketua Komisi 111 DPR
Habiburokhman lantas meng-
informasikannya saat mpat de-
ngfar pendapat umum (ROPL
dengan akademisi Universitas
[orobudur dan Kemunitas Ad-
vokat Pengmwnl REUHAP di
Bompleks  Pademen,  Habw
(18,/6/2025),

"Saya Ladi ditelepon Pak Tuas-
co, DIM yvong dari pemerintah
albamdulillah sudah ada” ka-
tarva,

DN tengah masa reses DPR
apat ini, Komisi 111 DPR tetap
membuka  ruang  parlisipasi
publik  dalam  pembahasan
HELUTIAE Forum RINPL dijad-
walkan berfangsung pada 17-20

Jumi 2025 dengan menghadir-
kan berbagsai pihak. Secara res-
mi, MR akan mulai bersidang
kembali pada 24 Juni 20025

Komisi 111 DR menargetkan
pembahasan BEUTAP  dapat
dimulai di awal masa sidang
mendatang dan selesal dalam
waktu maksimal dos kali mass
siddange ataw sebelum akhir ta-
GHRTT

Pereepatan pembabizsan
REUHAR ~menurut  Hahil -
rokhman, mendesak mengsinsal
sigtem hukumeacsra pidanamsa-
silv menvisakan  Ketimpangan
antap warga vang berhadapan
dengan hukum dan aparalb pe-
negik hukum, KUTIAP vang
berlakn saat ind, vang terbit pa-
da 1981, belum memberikan ru-
ang perlindungan yang me:-
dai Lerhadap wargs negara, ber-

utama  dari  kalangan  tidok
ITLARTIALL
Tunggu paraf

Menteri Hubum  Supratmsan
Andi Agtus membenarkan bahwa
DIM REUHAP dari pemerintah
Lelah rampung. Saat ind proses-
nva tinggal menunggu paraf per-
selujuan dari instilust lainnya,

seperti Kapolri. Joksa Agung, dan

Ketua Mahkamah Agung,

"Tanpgal 23 kami fnalisasi
Secara prinsip sudah selesai se-
mida, tinggal menungma paraf”
Ujarmva,

la menambabkan. peryusin-
an naskah RKUHAP telah me-
lewali prosces panjang dan moe-
litastkan banyak masukan dari
publik. Pembabasan di DPR di-
harapkan dapat segern dimulai
setelab DM BIUTIAP diserab-
kan pemerintah,

Ketua Perhimpunan Bantuan
Hubkwm dan Hak Asasi Mansia
Indonesia (PRI Julins Thrani
mengingathan pentingnya prin-
sip partisipasi publik vans ber-
muakna dalam proses legislasi
RELTHAR

Menurut  dia, DPE perlu
menjelaskan pasal demi pasal
dalam BHKLUEAP dengan me-
nunjukkan pertimbangan po-
litik hukum yang dipakai, Ler-
masuk alasan di balik peng-
ambilan atau peridakan ma-
sukan publik, Dengan demiki-
an, ada ruang bagi publik unluk
menilai arah pembarvan hua-
kum awara pidana dan dam-
paknva terhodap sistem per-
atilan pidana secarn menye-
huruh, (RO
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